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MOTTO 

Apapun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 

semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga 

mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum 

lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. 

(Martin Luther King) 
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SEX DITINJAU 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Bayu Norcahyo 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Cyber sex merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat 

menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks atau pornografi atau porno aksi 

melalui sarana komputer dengan jaringan internet. Cyber sex itu sendiri erat 

kaitannya dengan pornografi. Cyber sex merupakan salah satu kejahatan cyber 

crime yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Situs ini dapat 

diakses dengan bebas, meskipun orang yang mengakses ini belum cukup umur. 

Kehadiran hukum pidana sangat diperlukan agar dapat mengatasi cyber crime 

yang semakin berkembang, terlebih terkait masalah cyber sex terseebut. Dalam 

penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) 

Bagaimana bentuk pengaturan kejahatan cyber sex berdasarkan hukum positif di 

Indonesia; dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku 

cyber sex berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elekronik. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach). 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana 

pelaku cyber sex berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elekronik dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 45 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal  27 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Dan juga pelaku cyber sex juga dapat 

dikenakan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 

paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua 

ratu lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar 

rupiah).  

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; Cyber Sex. 
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ABSTRACT 

CYBER SEX CRIMINAL LIABILITY IS REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 

19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND 

TRANSACTIONS 

Bayu Norcahyo 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

Cyber sex is a medium or communication tool that is made to convey ideas 

about sex or pornography or action porn through computer means with internet 

networks. Cyber sex itself is closely related to pornography. Cyber sex is one of 

the cyber crimes committed secretly or secretly. The site is freely accessible, 

although the person accessing this is not of legal age. The presence of criminal 

law is very necessary in order to overcome the growing cyber crime, especially 

related to the cyber sex problem. In writing this study, the author raised two 

problems. namely: 1) What is the form of regulation of cyber sex crimes based on 

Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions; 

and 2) What is the form of criminal liability for cyber sex perpetrators based on 

Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, 

and comparative approach. 

The results showed that the form of criminal liability of cyber sex 

perpetrators based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information 

and Transactions may be subject to criminal sanctions Article 45 paragraph (1) 

of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, 

which reads: any person who intentionally and without rights distributes and/or 

transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic 

Documents that have charges that violate decency as referred to in Article 27 

paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years 

and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). And also 

cyber sex perpetrators can also be subject to Article 4 paragraph (1) Jo. Article 

29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, punishable with a prison 

sentence of not less than 6 months and a maximum of 12 years and/or a fine of at 

least Rp. 250,000,000 (two fifty queens million rupiah) and at most Rp. 

6,000,000,000.00 (six billion rupiah).  

 

Keywords: Accountability; Punishment; Cyber Sex. 
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